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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat di tarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

5.1.1 Kebisingan suara dapat diartikan sebagai suatu polusi atau 

pencemaran suara yang memiliki dampak negatif ( tidak baik ) bagi 

kesehatan khususnya gangguan pendengaran dan keseimbangan yang 

sangat penting bagi pengendara kendaraan bermotor untuk menjaga 

keselamatan berkendara. Kebisingan suara merupakan persyaratan laik 

jalan yang wajib dipatuhi bagi setiap pengendara kendaraan bermotor 

sesuai dengan Pasal 48 Ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Kebisingan suara tersebut wajib memenuhi ambang batas kebisingan 

suara. Defenisi ambang batas kebisingan menurut Permen LH Ambang 

Batas Kebisingan merupakan ambang batas kebisingan yang dihasilkan 

oleh mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor. Maka, kebisingan 

suara menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merujuk pada 

kebisingan suara yang disebabkan oleh knalpot karena merupakan 

kebisingan yang dihasilkan oleh mesin dan/atau transmisi kendaraan 

bermotor (sepeda motor). Namun saat ini terdapat fenomena penggunaan 

Sound Booster Motor. Sound Booster Motor adalah   sebuah alat yang bisa 

membuat motor terasa seperti motor gede atau MOGE ataupun motor sport 

ber cc besar lainnya. Sound Booster Motor merupakan alat yang juga dapat 

mengeluarkan kebisingan suara namun tidak dapat dipersamakan atau 

tidak sama dengan knalpot baik dari bentuk hingga pengoperasiannya 

karena sangat berbeda dengan knalpot. Oleh karena itu, pengaturan 

terhadap kebisingan suara sepeda motor dalam UU Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan masih terbatas hanya mencakup knalpot saja dan belum 
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mencakup kebisingan suara yang disebabkan selain knalpot sepeda motor 

seperti Sound Booster Motor. 

5.1.2 Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 

serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Pelaksanaan penindakan kendaraan bermotor (sepeda 

motor) dan secara khusus penindakan yang dilakukan terhadap 

pelanggaran persyaratan laik jalan (kebisingan suara), tidak berjalan 

efektif serta masih banyak sekali kekurangan yang terjadi. Beberapa 

kekurangan tersebut dikarenakan ketidakpahaman instansi terkait, 

rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan terkait lalu 

lintas dan angkutan jalan serta tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas 

dan angkutan jalan (Pada dasarnya substansi dari peraturan telah baik 

namun implementasinya masih sangat kurang). Terkait penggunaan Sound 

Booster Motor, pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak melampaui 

ambang batas kebisingan suara sepeda motor. Penggunaan Sound Booster 

Motor pada sepeda motor yang mengabaikan ambang batas kebisingan 

kendaraan bermotor tidak dapat dikenakan sanksi pidana (penindakan) 

seperti yang tertuang dalam dalam Pasal 285 Ayat (1) UU Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang memuat pelanggaran persyaratan laik jalan ambang 

batas kebisingan.  

5.2 Saran 

 

5.2.1 Terkait kebisingan suara dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

diperlukan suatu upaya untuk mengatur penggunaan Sound Booster Motor 

dan/atau kelengkapan sepeda motor selain knalpot yang mampu 

menyebabkan kebisingan suara melampaui ambang batas suara kendaraan 

bermotor kedalam suatu hukum atau memperluas definisi/makna ambang 

batas kebisingan kendaraan bermotor (sepeda motor) supaya dapat 
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mencakup atau diberlakukan terhadap kelengkapan sepeda motor selain 

knalpot.  

5.2.2 Terkait penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, 

diperlukan suatu optimalisasi dalam hal sosialisasi yang dilakukan oleh 

instansi terkait perihal UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada 

masyarakat agar masyarakat dapat semakin memahami pentingnya 

mematuhi hukum khususnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti 

kegiatan “Safety Riding” bagi pengendara sepeda motor pemula. 

Kemudian diperlukan adanya kerjasama atau kordinasi yang baik diantara 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polantas) dengan Dinas 

Perhubungan serta masyarakat. Pemerintah juga perlu untuk memfasilitasi 

dan mengedukasi para pengendara sepeda motor yang memiliki hobi 

dalam hal modifikasi otomotif agar tidak melakukan pelanggaran lalu 

lintas dijalan raya seperti membuat zona tertentu (tempat) bagi setiap 

orang yang memiliki hobi modofikasi sepeda motor.  
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